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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sengeti  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara-

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan  penetapan  dalam perkara  permohonan  dispensasi  kawin  yang

diajukan oleh:

Ambo Angka  bin  Lodding,  umur  41  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT 08 Desa Mekar

Jaya,Kecamatan  Sungai  Gelam,Kabupaten  Muaro  Jambi,

Provinsi Jambi;, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  tertanggal  09

September 2021, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Sengeti

Nomor  118/Pdt.P/2021/PA.Sgt,  tanggal  13 September  2021,  pada  pokoknya

Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. BahwaPemohonhendakmenikahkananakkandungPemohon :

 Nama                            :  Gebi Agustina Rahmatia binti Ambo Angka

    Umur/ TTL                    :   18 Tahun/Riau, 16 Juli2003

    Agama                     :   Islam

    Pendidikan                  :   SMP

    Pekerjaan                    :   Belum Bekerja

    Tempat kediaman di   :   RT 08Desa Mekar Jaya,Kecamatan Sungai

                                    Gelam,KabupatenMuaro Jambi, ProvinsiJambi; 

2. Calon suami anak Pemohon adalah:     
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    Nama                            :   Muhammad David bin H. Sahurdin

    Umur / TTL                   :   23 tahun/Alang-alang, 06 Agustus 1998

    Agama                       :   Islam

    Pendidikan                   :   SMP

    Pekerjaan                            :   Petani

    Tempat kediaman di    :   RT.  01  Alang-alang,  Kecamatan  Muara

Sabak Timur,  Kabupaten  Tanjung  Jabung

Timur, Provinsi Jambi; 

3. Bahwa orang tua anak Pemohon masing-masing adalah:

   Ambo Angka bin Lodding;  

  Murni Binti Sahide;  

4. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon masing-masing adalah:

   H. Sahurdin bin Ambo Lolo;  

  Hj. Siti Maimunah binti DG. Pabarang;                          

5. Bahwa  pernikahan  anak  Pemohon  dan  calon  suami  anak

Pemohon dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Gelam, KabupatenMuaro

Jambi, Provinsi Jambi; 

6. Bahwa  syarat-syarat  untuk  melaksanakan  pernikahan  tersebut  baik

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang

belum mencapai umur 19 tahun, dikarenakan pernikahan tersebut sangat

mendesak  dan  disegerakan  dikarenakan  hubungan  keduanya  sudah

sedemikian eratnya dengan alasan antara lain:

a.  Bahwa Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah

lama menjalin hubungan dekat, dan pihak calon suami anak Pemohon

sudah melakukan lamaran untuk menikah dengan anak Pemohon;  

b.  Bahwa  Pemohon  dan  keluarga  calon  suami  anak  Pemohon

sudah  sepakat  menikahkan  anak  Pemohon  dan  calon  suami  anak

Pemohon  mengingat  kedunya  sudah  memiliki  hubungan  yang
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sedimikian  eratnya  sehingga  Pemohon  khawatir  jika  tidak  segera

dinikahkan;  

  

7. Bahwa  antara  anak  Pemohon  dan  calon  suaminya  tersebut  tidak

terdapat  hubungan  nasab  atau  hubungan  lain  yang  dapat  menghalangi

sahnya pernikahan; 

8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil  baliq

serta  sudah  siap  untuk  menjadi  seorang  suami  dan  kepala  keluarga.

Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan

ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon sebagai calon suami

telah bekerja sebaga Petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya

Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah); 

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah

merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya

yang keberatanatasberlangsungnyapernikahantersebut; 

10. Pemohonsanggupmembayarseluruhbiaya yang timbulakibatperkaraini; 

Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Sengeti  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. MengabulkanpermohonanPemohon;  

2. Menetapkan,  memberikan  dispensasi  kepada  anak  Pemohon  (Gebi

Agustina Rahmatia binti Ambo Angka)  untuk menikah dengan seorang

laki-laki bernama (Muhammad David bin H. Sahurdin);  

3. Menetapkan biaya menurut hukum; 

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya; 

 Bahwa,  dalam  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  telah

datang menghadap di persidangan dan dihadiri oleh calon istri bernama Gebi

Agustina binti Ambo Angka, dan calon suami bernama Muhammad David bin H.

Saharudin;
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Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasihati  Pemohon  agar

menunda  pernikahan  anaknya  sampai  anak  tersebut  mencapai  usia  yang

diperbolehkan undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin

mengajukan  permohonannya,  kemudian  dibacakan  surat  permohonan

Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama

Gebi  Agustina  Rahmatia  binti  Ambo  Angka,  yang  pada  pokoknya  telah

memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 18

tahun;

 Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang

laki-laki  bernama  Muhammad  David  bin  H.  Sahurdin  dan  ingin  segera

menikah  dengannya,  hal  itu  atas  dasar  saling  mencintai  dan  tidak  ada

paksaan;

 Bahwa ia sudah tahu kewajiban sebagai seorang istri  dan sudah siap

menjadi seorang istri;

Bahwa, selain telah menghadapkan anak kandungnya, Pemohon telah

pula  menghadapkan  calon  suami  anak  kandungnya  bernama  Muhammad

David  bin  H.  Sahurdin,  yang  pada  pokoknya  telah  memberikan  keterangan

sebagai berikut:

 Bahwa  ia  sudah  sejak  lama  menjalin  hubungan  cinta  dengan  anak

Pemohon;

 Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, di

antara mereka tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

 Bahwa ia menyatakan sudah siap saat ini ia sudah memiliki pekerjaan

sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp2.000,00 (dua juta rupiah); 

 Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut: 

Bahwa,  dalam  persidangan  Pemohon  telah  mengajukan  saksi-saksi

sebagai berikut :

1. ...,  umur  ...  tahun,  agama ...,  pendidikan  ...,  pekerjaan  ...,  bertempat

tinggal di ...; 
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Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di  bawah

sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

...

2. ...,  umur  ...  tahun,  agama ...,  pendidikan  ...,  pekerjaan  ...,  bertempat

tinggal di ...

Di  hadapan persidangan saksi  tersebut memberikan keterangan di  bawah

sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

...

Bahwa,  Pemohon  membenarkan  dan  mencukupkan  dengan  semua

keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa,  Pemohon  tidak  mengajukan  sesuatu  apapun  lagi  dan

memberikan  kesimpulan  yang  pada  pokoknya  tetap  pada  pendiriannya  dan

mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada

hal-hal  sebagaimana  tercantum  dalam  berita  acara  sidang  pemeriksaan

perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  sebelum mempertimbangkan  pokok  permohonan,  Majelis

akan  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  kewenangan  Pengadilan  Agama

dalam  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  permohonan  a  quo dan  legal

standing Pemohon dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan

dispensasi  kawin  hal  mana  Pemohon  telah  mendalilkan  bahwa  Pemohon

beragama  Islam,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  49  ayat  1  huruf  (b)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,

Pengadilan  Agama  Sengeti  memiliki  kompetensi  absolut  untuk  mengadili

permohonan a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair)

dan Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon memiliki domisili  hukum di
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dalam wilayah yurisdiksi  Pengadilan Agama Sengeti  dan untuk meneguhkan

dalil  itu pula, Pemohon telah mengajukan alat bukti  P.1 yang aslinya adalah

akta otentik  (autentik  akte),  quod est Pasal  285 R.Bg.  Jo.  Pasal  1870 KUH

Perdata,  alat  bukti  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  mengikat

(bindende)  dan  sempurna  (volledig),  sehingga  berdasarkan  hal  tersebut

Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara

aquo;

Menimbang,  bahwa berkaitan dengan  legal  standing,  Pemohon dalam

permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari

anak  yang  dimohonkan  dispensasi  kawinnya,  sehingga  berdasarkan  dalil

tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki  legal standing

untuk mengajukan perkara aquo;  

Menimbang,  bahwa dalil  yang  diajukan  oleh  Pemohon tersebut  pada

pokoknya  bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya  yang  bernama

Gebi Agustina Rahmatia binti Ambo Angka, dengan Muhammad David bin H.

Sahurdin,  namun usia anak Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga

tidak  memenuhi  syarat  usia  calon  pengantin  sebagaimana  ketentuan

perundang-undangan  yang  berlaku,  sedang  pernikahan  tersebut  sangat

mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama menjalin hubungan

dan  hubungan  mereka  telah  sedemikian  eratnya,   dan  Pemohon  sangat

khawatir akan terjadi hal yang lebih madharat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara

voluntair maka  sesuai  ketentuan  Pasal  283  R.Bg,  maka  Pemohon dibebani

bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon

mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi, Majelis

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang aslinya adalah akta otentik (autentik

akte),  quod  est Pasal  285  R.Bg.  Jo.  Pasal  1870  KUH  Perdata,  alat  bukti

tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  mengikat  (bindende)  dan

sempurna  (volledig),  maka  berdasarkan  Pasal  172  Kompilasi  Hukum Islam,

patut  dinyatakan  terbukti  bahwa  Pemohon  berdomisili  di  wilayah  yurisdiksi

Pengadilan Agama Sengeti dan beragama Islam;
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Menimbang, bahwa bukti P.2, yang aslinya akta otentik (autentik akte),

quod est Pasal  285 R.Bg.  Jo.  Pasal  1870 KUH Perdata,  alat  bukti  tersebut

memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  mengikat  (bindende)  dan  sempurna

(volledig), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua

dari seorang anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya yang bernama ...;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah akta otentik (autentik akte),  quod

est Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki

kekuatan  pembuktian  yang  mengikat  (bindende)  dan  sempurna  (volledig),

sehingga  patut  dinyatakan  terbukti  bahwa  pernikahan  anak  Pemohon  yang

bernama ... ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  ...;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon pada

pokoknya telah memberikan keterangan bahwa maksud Pemohon datang ke

Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya

yang  bernama  Gebi  Agustina  Rahmatia  binti  Ambo  Angka  yang  akan

melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang  laki-laki  bernama  Muhammad

David  bin  Sahurdin,  namun  anak  Pemohon  yang  bernama  Gebi  Agustina

Rahmatia  binti  Ambo  Angka  belum  cukup  umur  untuk  melangsungkan

perkawinan. Anak Pemohon yang bernama Gebi Agustina Rahmatia binti Ambo

Angka  dengan   Muhammad  David  bin  Sahurdin  tidak  ada  larangan  untuk

melangsungkan  perkawinan.  Anak  Pemohon  sudah  bekerja  dan  sudah

berpenghasilan;

Menimbang,  bahwa  saksi  kedua  yang  diajukan  oleh  Pemohon  pada

pokoknya telah memberikan keterangan bahwa maksud Pemohon datang ke

Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya

yang bernama ... yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-

laki bernama ..., namun anak Pemohon yang bernama ... belum cukup umur

untuk melangsungkan perkawinan.  Bahwa anak Pemohon yang bernama ...

dengan  ...  tidak  ada  larangan  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Anak

Pemohon sudah bekerja dan sudah berpenghasilan;

Menimbang,  bahwa  dua  orang  saksi  yang  diajukan  Pemohon  telah

memberikan  keterangan  di  bawah  sumpahnya  yang  didasarkan  pada

pengetahuan,  penglihatan  dan  pendengaran  sendiri.  Kedua  orang  saksi
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tersebut  adalah orang yang dekat  dengan Pemohon,  serta  keterangan para

saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan

dalil  permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai

keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana

ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg. Jo. Pasal 1907 KUH Perdata,

sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  bukti  yang memperkuat  dalil  permohonan

Pemohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  dan  saksi-saksi  di

persidangan yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  adalah  orang  tua  kandung  dari  Gebi  Agustina

Rahmatia;

2. Bahwa  anak  Pemohon  yang  bernama  Gebi  Agustina  Rahmatia  akan

melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang  laki-laki  yang  bernama

Muhammad  David  bin  Sahurdin,  namun  usia  Gebi  Agustina  Rahmatia

belum cukup umur (18 tahun);

3. Bahwa keinginan anak Pemohon yang bernama Gebi Agustina Rahmatia

untuk  menikah  dengan  Muhammad  David  bin  Sahurdin  ditolak  Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Sungai  Gelam,  Kabupaten  Muaro  Jambi,

Provinsi Jambi;

4. Bahwa  tidak  ada  larangan  perkawinan  antara  anak  Pemohon  yang

bernama Gebi Agustina Rahmatia binti  Ambo Angka dengan Muhammad

David bin Sahurdin;

5. Bahwa  pihak  keluarga  bersepakat  untuk  menikahkan  anak  Pemohon

dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum

permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di

atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  petitum  permohonan  Pemohon  poin  1  berkaitan

dengan  petitum  selanjutnya,  maka  petitum  tersebut  akan  dijawab  setelah

Majelis Hakim mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang,  bahwa  dalam  menjawab  petitum  permohonan  Pemohon

poin 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta  diatas, maka  menurut Majelis

Hakim  anak  Pemohon  telah  memenuhi  syarat-syarat  perkawinan  sesuai

ketentuan  Pasal  6   dan  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,

kecuali  syarat  usia  perkawinan  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang

tersebut;

Menimbang, bahwa  oleh karena anak Pemohon  dan calon suaminya

telah bertekad bulat untuk melangsungkan  pernikahan, maka  Majelis Hakim

berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut  hingga  anak Pemohon

berusia 19 tahun, kerusakan/madlarat akan  lebih besar dari pada manfaatnya,

karenanya   penolakan   pernikahan  oleh   KUA Kecamatan  Sungai  Gelam

tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang,  bahwa  memperhatikan  ketentuan  tentang  umur  anak

Pemohon menurut hukum belum patut untuk dinikahkan sedangkan hubungan

sudah diluar batas norma agama dan norma kesusilaan, maka Majelis Hakim

sependapat dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya : ”Menolak  kerusakan  haruslah  didahulukan  dari  pada  menarik

kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah setuju anak Pemohon yang bernama

Gebi Agustina Rahmatia binti  Ambo Angka menikah dengan calon suaminya

bernama Muhammad David bin Sahurdin. Anak Pemohon dan calon suaminya

juga  sudah  mempunyai  persiapan  untuk  menjalankan  rumah  tangga.  Calon

suami anak Pemohon terbukti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan dan

anak Pemohon juga bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, masing-masing

juga telah mengerti  tugas dan tanggung jawabnya sebagai  suami  istri  serta

tekad  keduanya  untuk  saling  menyayangi.  Dengan  demikian  Majelis  Hakim

menilai  ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  antara  anak  Pemohon  nama  Gebi  Agustina

Rahmatia  binti  Ambo  Angka  dengan  calon  suaminya  bernama  Muhammad

David bin Sahurdin tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang
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diatur  dalam ketentuan Pasal  8,  9,  dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun

2019  Tentang  Perkawinan,  serta  ketentuan  Pasal  39  sampai  44  Kompilasi

Hukum Islam (KHI),  maka  perkawinan  antara  anak  Pemohon dengan  calon

suaminya dapat dilangsungkan;

Menimbang,  bahwa  dari  uraian  pertimbangan  tersebut  di  atas,  harus

dinyatakan  bahwa  permohonan  Pemohon  agar  Pengadilan/Majelis  Hakim

memberikan  dispensasi  kepada  anak  Pemohon  untuk  menikah  telah  cukup

beralasan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Jo. pasal 15 KHI, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  dalam  menjawab  petitum  permohonan  Pemohon

poin 3, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  perkara  voluntair  (ex parted),

maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  Majelis  Hakim  atas

petitum permohonan Pemohon,  poin 2 dan poin 3, maka menjawab petitum

permohonan poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009,  serta   segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari

Senin,  tanggal  20  September  2021  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  13

Shafar  1443  Hijriyah  oleh  Dra.  Hj.  Hasnaini,  SH.,  MH., sebagai  hakim,

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ismiatun, S.Pd., M.H. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,
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Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH..

 Panitera Pengganti,

Ismiatun, S.Pd., M.H..
Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp  30.000,00

2.   Biaya Proses : Rp  75.000,00

3. Panggilan : Rp 170.000,00

4. Redaksi : Rp  10.000,00

5. Meterai : Rp  10.000,00

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).
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